BLPATI JEPARA

PERATURAN BUPAT| JEPARA
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG
POLA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

BUPAT! JEPARA,

bahwa wuniuk melaksanakan kentuan Pasal 45 Pearaturan
Diserah Kabupasien Jepara Nomor 12 tahun 2006 lentang
Pembentukan, Susunan Organiaasi, Tugas Pokok dan Fungs:
Dinas Pelayanan Penzinan dan Penanaman Modal Kabupaten
Jepara, serta meningkatkan pelayenan umum khususnya
polayanan perzinan, periu ditetapkan kebijakan tekmns pola
pslayanan perizinan terpadu saks pintu dengan Feraturan Bupat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 entang Pembentukan
gumm Kabupaten Dalam Lingkungan Propins: Jawa
engah

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan
Diperah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437} sebagaimana telah dubah dengan Undang-
Undang Nomor B Tahun 2005 lentang Penelapan Peraturan
Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomar 3 Tahun 2005
ertang Parubahan Atas Undeng-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerimahan Daesh menadi Undang-Undang
(Lembaran Negora Repubbk indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negam Republik indonesia Nomor
4548);

3 Peraturan Pemenntah Nomaor 8 Tahun 2003 fentang Pedoman
Organisasi Perangkat Deerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan |embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4262} |

4 Peraturan Menteri Daam Negeri Nomor 24 Tahun 2006

ientangPedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pirmtu



e

Poraturan Mentan Negara Pendayagunaan Aparstur Negara
Nomor . PER20M PANOY2006  tentang  Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik

6 Keputusan Menien Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 81 talwn 1993 Pedoman Tatalaksanag Peiayanen

LUrmum |

7. Kepuusan Menern Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEPM PAN/2002 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik -

B Kepuhsan Merten Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/26/M. PAN/2/2004 tertang Petunjuk  Teknis
Transparans: dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik ;

8 Keputusan Menier Pendayagunaan Aparalur Negara Nomor
KEPH 18/M. PAN/7I2004 tentang Pedoman Urmum

Penanganan Pengaduan Masyarakat Bag  nstans
Pemenntah

10. Peraturant Deerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2006
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok da
Fungs: Dinas pelayanan Penizinan dan Pananaman Modal
Kabupaten Jepaa (Lembaran Daerah Wabupaten Japas
Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 5)

MEMU TUSKAN -

Menetapkan . IPERATURAN BUPATI TENTANG POLA PELAYANAN UMUM

TERPADU SATU PINTU
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat: ini yang dimaksud dengan |

1
2

K |
4

Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara

Femerintah ODaserah adalah Bupali dan Perangke! Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemernntah daerah |

Bupat adaiah Bupati Jepara .

Pelayanan Umum adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan oleh Instans:
Pemenntah Daersh dalam rangka upayd pemeruhan kebutuhan masyarakat
maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan |

Pelayanan Umum Terpadu S5an Pmtu  adalah  pelayanan lerpadu  yang
diselenggarakan pada Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang
meliputr berbagal jenis pelayanan Penzinan yang memilki keterkatan proses dan
dilayari melaiun satu pintu ;

Dinas Pelayanan Penznan dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat
Dinas PPM adalah Dinas Pelayanan PeriZinan dan Penanaman Modal Kabupaten

Jepara sebaga penysienggara pelayanan periznan terpadu Salu pintu



BAB 1
JENIS PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 2

(1)Jenisqenis pelayanan periznan yang diselenggarakan pada Dinas PPM
zn Mendinkan bangunan { IMB) -

izin Penggunaan Bangunan (IPB) |

lzin Lisaha Jasa konstruks {IUJK)

Lzinl okasi |

zn Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non pertanian |

izin Pemanfaatan kekayaan Daerah. meiipuli -

penggunaan tanah pemda ;

penggunaan trotoar |

penggunaan berm Jalan |

penggunaan jalan
Tanah lambiran .

Pemakaan Gedung Pertemuan
Pemakaian stadion.
7 lzin Usaha Bdang Kesshatan, meliputi -
a gm Pendinan dan aau penyelenggaraan sarana / usaha Kesehatan
wasta
b. Izn distnbus pelayanan obat skala kabupaten oleh swasta -
€ lzn pusat kebugaran jasmani, SPA Kiinik Kosmetik
8 lzn Tempat Penampungan Tenaga Kera .

3 zn Gangguan
10 zn Usaha industn (1L

11 lzn Lssha Pevdagangan ( SIUP )

12. Tencda Daftar Perusahaan { TDP )

13. zn Pemasangan Rekiame

4. 1zn Usaha Parrwisala.

15.1zn Usaha Penggilingan Padi, huler dan penyoschan beras (mesin)
16.lzin Usaha Perkanan

17. zn Uisaha Pemotongarnt Ternak

18 l2n Ussha Pemotongan Ungges

19 [on Usaha Toko Obat Hewan |

20 lzon Usaha Petermakan Rakyal

21 Izin Usaha Angikutan

22 lzn Pendirian dan pengusahaan SPBU

Mt s N -

O rsanow

(2)JKewanangan Penandatangan jenisjenis perizinan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)angka 1 sampa dengan 22 diberikan kepade Kepala Dinas PPM

BAB I
TATACARA PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagan Pertama
Loket Pelayanan

Pasal 3

Loket pelayanan pada Dinas PPM terdiri dani loket infiormasi, Unit pelayanan.
loket pernbayaran, loket pengambian. dan urit pengaduan



(2)

{3)

(4)

(3)

(1)

(2}

(3)

(4}

(5)

(5)

(7}

Loket nformasi berfungsi -

a. membenkan irformasi-nformasi  terang  pelayanan terpadu  kepada
masyarakat yang membutuhkan

b. menerma dan memeriksa ualmgkapan administrasi permohonan |

C. meneruskan berkas permohonan yang sudsh lengkap dan benar kepada unit
pelayanan |

d mengembalikan berkas permohonan yang tidak lengkap dan lidak benar

o membuat dan mamberkan bukti penenmaan berkas permohonan yang sudah
lengkap dan benar,

Uit pelayanan berfungsi

a. Peneitian berkas permohonan |

b. mengkoordinasi kan pelaksanaan peninjauan lokasi |

c. mengkoordinasikan pengkayan hasil pemenksaan fpaninjauan lokasi
d. mendapkan biaya perzinan

e menposes pembuaan zin

Loket pembayaran berfungs sebaga penerima pembayaran / kas daerah sesua
jens permohonan pelayanan

Loket pengambilan berfungs sebagai tempat pengambilan surat izin yang sudah
dproses dan dilakukan pembayaran Retribusi

Bagan Kedua
Mekarisme Penyelesaian Pelayanan

FPasal 4

Mekanisme Penyelesasian/ proses pelayanan ditetapkan :
a Melalu pemerksaan tekns d lapangan |
b. Tanpa melaur pemerksaan teknis d lapangan

Mekamisme melsiui atau tanpa melalu  pemenksaan teknis d  lapangan
didasarkan pada sfat permasalanan yang dimungkinkan / ditimbulkan dari
permohonan yang masuk dan sesual ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlak.

Pemernksaan tekris di lapangan ciakukan oleh Tm Kena Tekrms d bawah
koordinas Kepale Dmas PPM

Tm Kena Tekns sebagamana d maksud pads ayat (3) beranggotakan unsur
Perangkat Daerah terkat dan ditetapkan dengan Keputusen Bupati sesual
ketwtuhan

Tm Keria Tekris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiiki kewenangan
untuk mengambd keputusan dalam membenkan rekomendasi mengena ditenma
Ay ditolaknya SUSL Ppermmohonan periZinan .

Apabla Tm Kena Tekms fdak dapal mengambil keputusan sebagaimana
dimgksud pade aya (5), meka Kepala Dinas PPM wagb menyampaikan laporan
kepada Bupati uiuk penyelesaiannya

Teknis pelaksanaan mekansme sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan
oleh Kepala Dinas PPM



Bagan Kehga
Alx Proses Pelayanan

Pasal 5

Mekanisme Penysiesaian / proses pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayal (1), tercartum pada Lampiran | dan Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Bupat! ni

Bagian Keempat
Prosedur Pelayanan
Pasal &

{1) Prosedur, persyaratan dan teknis pelaksanaan pelayanan perzinan diatur sesus
pefalran perundang-undangan yang berlaku untuk  masing-masing jenis
penzinan

(2 Katan_t_tm lertang prosedur dan persyaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1}wayib dipasang diempat yang mudah dilihat oleh umum o kantor Dinas PPM

BAB IV
PENGADUAN
Pasal 7

Kepada masyarskat pengguna pelayanan Dinas PPM dapat menyempaikan saran,
pondapat, dan / atau pengaduan melalui unt pengaduan dan kolak saran yang
disediakan d Dinas PPM.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal B

(1} Dengan ditetapkannya keputusan m, segala benluk pelayanan penzinan
sabagaimana dmaksud dalam Pasal 2 harwa dapat dilaksanakan d Dinas PPM
seciangkan psmbnaan dan pengawasan bidang yang Dersangkutan menad
tanggung jawab Instansi /Dinas Tekns yang bersangkutan termasuk target
ncome

(2} Hal-hal yang belum diatwr daim Keputusan inisepanjorg mengenai teknis
pelaksanaanya akan diatur Bbih laryut oleh kepala Dinas PPM

(3) Dengen berialunya Peraturan ni maka Keputusan Bupati Jepara Nomor 58
tahun 2004 tentang Fola Pelayana Umum Terpadu Satu Atap dan ketentuan
lain yang tidak sesual dengan Peraturan ini dinyatakan lidak beriaku



Pasal 9
Peraturan ini mulas beriaku pada tanggal diundangkan

Agar setep orang mengetahuinya, memerntahkan pangundangan Peraturan Bupati
i dengan penempatannya dalam Benta Daersh kabupaten Jepara.

Ditetapkan d Jepera
pada tanggal § Vst .‘Zm;l?

=T e BUPATI JEPA]
' Ha
I

il

HENDRO MARTOJO

|_PERELITIAN SURAT |

Diundangkan d Jepara
pada tanggal § \Yiowuk 1UTJ.F

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR 5
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MEFANISME PENYELZSA ANPROSENIR PELATANAN PERIZINAN
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- Minta Informasi
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—

-

ﬁ

‘ LOKET PEMBAY

ARAN

' LOKET

PENGAMBILAN

e ——

——— ey
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HENDRO MARTOJO
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